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Abstract

The purpose of this study is to provide an overview of the Implementation of Village Fund
Allocation Policy, Profit Sharing of Taxes and Levies and Village Fund to Community,
Empowerment and Village Institution in Munte Sub-district of Karo Regency. As well as the
factors that support the successful implementation of the policy. The method used in this
research is descriptive qualitative method. Sources of data used are primary and secondary data
sourced from 22 (twenty two) Villages in Kecamatan Munte. Based on the existing data, the
author seeks to describe / describe systematically and accurately about the facts, traits and
relationships between existing phenomena. The results show that the implementation of ADD,
BHP and DD Policy on Community Empowerment and Village Institution in Munte Sub-district
of Karo Regency runs quite smoothly, However if it is associated with the achievement of
objectives, the implementation of ADD, BHP and DD in Munte Sub-District of Karo Regency not
yet optimal. The purpose of community capacity building has not been achieved and the
objective of improving the capacity of community institutions in the village in the planning,
implementation and control of development has not run optimally. Factors affecting the
implementation of ADD, BHP and DD policies in Munte Sub-district of Karo Regency are still
weak in terms of communication, resource capability, bureaucratic structure and Internal
Factors.

Keywords: Village Fund Allocation Policy, Revenue Sharing and Retribution, Village Funds,
Community Empowerment and Village Institutional Empowerment.

Pendahuluan jawaban terhadap penggunaannya.

Untuk memajukan masyarakat dan
pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah
mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan
Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah (BHP), dan Dana Desa
(DD) sebagai perwujudan dari desentralisasi
keuangan menuju desa yang mandiri. Dalam
penggunaan ADD, BHP dan DD,
memerlukan adanya perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung-

Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai
dengan yang telah direncanakan dalam proses

perencanaan dan  musyawarah  dengan
masyarakat desa melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa
(Musrenbangdes), bersama aparat

pemerintahan juga berhak mengetahui dan
melakukan pengawasan terhadap jalannya
pembangunan desa.
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Kecamatan  Munte  terletak  di
Kabupaten Karoyang terdiri dari 22 (dua
puluh dua) desa dan merupakan salah satu
daerah otonom di Sumatera Utara yang
melaksanakan  prinsip—prinsip  otonomi
daerah. Ketentuan pelaksanaan DD di
Kabupaten Karo pada tahun 2016 secara
yuridis ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Karo nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pembagian, Penggunaan dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten
Karo Tahun Anggaran 2016. Ketentuan
pelaksanaan ADD di Kabupaten Karo pada
tahun 2016 secara yuridis ditetapkan dalam
Peraturan Bupati Karo nomor 11 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi
Dana Desa setiap desa di Kabupaten Karo
Tahun Anggaran 2016. Sedangkan ketentuan
pelaksanaan BHP di Kabupaten Karo pada
tahun 2016 secara yuridis ditetapkan dalam
Peraturan Bupati Karo nomor 12 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penggunaan dan Penetapan Rincian Bagi
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap desa
di Kabupaten Karo pada Tahun Anggaran
2016.
Kajian Pustaka dan
Hipotesis
Pelaksanaan Dana Desa (DD)

Definisi dari Pelaksanaan Dana Desa
(DD) berdasarkan Peraturan Bupati Karo
Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara
Pembagian, Penggunaan dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten
Karo Tahun Anggaran 2016.

Pengembangan

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
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Definisi Pelaksanaan Alokasi Dana
Desa (ADD) berdasarkan Besarnya bagian
ADD vyang dibagi secara proporsional untuk
setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa
(BDx) yang dihitung dengan rumus dan
variabel tertentu.

Pelaksanaan Bagi Hasil
Retribusi Daerah (BHP)

Definsi Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah (BHP) berdasarkan
Peraturan Bupati Karo Nomor 12 Tahun 2016
Tentang Tata  Cara  Pengalokasian,
Penggunaan dan Penetapan Rincian Bagi
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa
di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016.

Adapun Hipotesis dalam penelitian ini
adalah Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana
Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
dan Dana Desaterhadap Pemberdayaan
Masyarakat dan Kelembagaan Desa di
Kecamatan Munte Kabupaten Karo telah
berjalan dengan baik dan sesuai dengan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan
Peraturan Bupati Nomor 10, Nomor 11, dan
Nomor 12 Tahun 2016.

Pajak dan

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode
penelitian deskriptif yaitu penelitian yang
hanya membahas variabel mandiri atau satu
variabel saja dan tidak mengkaitkan dengan
variabel lain. Data dalam penelitian
menggunakan data  kualitatif ~ beruapa
wawancara langsung dan data kuantitatif
berupa dokumen-dokumen yang terkait data
Laporan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa
tahun 2016 meliputi Daftar Usulan Rencana
Kegiatan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil
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Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa
tahun 2016, Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(Perdes APBDesa) tahun 2016 pada 22 (dua
puluh dua) desa di Kecamatan Munthe dan
data  pendukung  berupa  monografi
Kecamatan Munte tahun 2015. Tahapan
Awal dalam pengumpulan data dalam
penelitian ini adalah Wawancara langsung
dengan informan yaitu Camat Munte, Kasi
Pemberdayaan Masyarakat dan Pj. Kepala
Desa Buluhnaman. Selanjutnya untuk
mendukung hasil wawancara dilakukan
teknik Dokumentasi dan Observasi langsung
pada Desa di Kecamatan Munte untuk
Laporan Realisasi Dana Desa di Kecamatan
Munte TA. 2016.

1. Indikator Operasional Variabel untuk
Pelaksanaan Dana Desa (DD),
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
dan Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah (BHP) dirangkum
menjadi satu kesatuan yaitu Tingkat
pendidikan dan pengetahuan tim
pelaksana sehingga mempengaruhi
kemampuan mereka untuk
mengidentifikasi dan menyelesaikan
masalah dengan cepat.

2. Kesediaan tim pelaksana dalam
mempertanggung jawabkan
kebijaksanaan pekerjaan dan hasil
kerjanya, sarana dan prasarana yang
dipergunakanya serta prilaku kerjanya
dalam pengelolaan keuangan desa.

3. Adanya pembagian tugas sesuai dengan
tupoksi masing-masing pihak pelaksana
kebijakan.

4. Adanya kesesuaian antara kebijakan,
ketepatan sasaran, rencana dan tujuan

ISSN 2460-0784

yang telah  ditentukan

pelaksanaan ADD, BHP dan DD

Teknik analisis data dalam penelitian
ini dengan menggunakan analisis deskriptif
yang memaparkan gambaran variabel mandiri
yang dimulai dengan pengumpulan data,
pengolahan  data, analisa data dan
memberikan  suatu  kesimpulan  secara
deskriptif.

dengan

Hasil dan Pembahasan
Hasil Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka
akan disajikan hasil penelitian melalui
wawancara langsung dengan informan yang
telah dipilih, seperti Camat Munte dan Pj.
Kepala Desa. Adapun hasil penelitian dapat
diuraikan sebagai berikut:

Proses Pelaksanaan Kebijakan

Secara umum pelaksanaan ADD, BHP
dan Dana Desa DDdi desa-desa Kecamatan
Munte telah berjalan dengan baik. Namun
demikian pelaksanaan kebijakan ADD di
KecamatanMunte masih terdapat kendala.
Hal tersebut dapat diketahui melalui berbagai
fenomena yang penulis temukan selama
melaksanakan penelitian.
1) Penyusunan Rencana Kegiatan

Dalam penyusunan Peraturan Desa
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (Perdes APBDes) harus dilakukan
melalui musyawarah desa yang dikenal
dengan istilah Musyawarah Pembangunan
Desa (Musrenbangdes). DiKecamatanMunte,
penyusunan rencana kegiatan ADD, BHP dan
DD telah dilaksanakan melalui
Musrenbangdesyang dihadiri oleh Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah
Desa dan unsur masyarakat desa serta
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perwakilan dari pihak kecamatan untuk
memusyawarahkan hal yang bersifat strategis
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
dan pembangunan desa. Rencana kegiatan
yang akan dilaksanakan harus disertai dengan
dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB)
yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan
disahkan oleh Kepala Desa.

Selain itu, sebelum menyusun Perdes
APBDes, desa harus terlebih dahulu
menyusun RPJMDes dan RKPDes. Kegiatan
yang disusun dalam Perdes APBDes harus
berdasarkan pada RPJMDes dan RKPDes.

2) Penyelesaian kegiatan ADD, BHP dan
DD

Dalam Pelaksanaan kegiatan
pembangunan desa, harus mengutamakan
pemanfaatan sumberdaya manusia dan
sumberdaya alam yang ada di desa serta
mendayagunakan swadaya dan gotong
royong masyarakat. Berkaitan dengan
penyelesaian kegiatan ADD, BHP dan DD, di
KecamatanMunte  kegiatan yang telah
disusun dalam Rencana Anggaran Biaya
(RAB) telah diselesaikan dengan baik.
Sebagian desa di Kecamatan Munte telah
melibatkan masyarakat desa sebagai tenaga
kerja dalam penyelesaian proyek
pembangunan fisik desa.

3) Transparansi Kegiatan ADD, BHP dan
DD

Berkaitan dengan prinsip penggunaan
ADD, BHP dan DD yang harus transparan, di
Kecamatan Munte semua kegiatan di desa
dilaksanakan secara transparan. Hal ini
terbukti dengan dibuatkannya plank proyek
untuk setiap proyek pembangunan fisik yang
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dikerjakan di desa dan adanya papan
informasi yang berisi semua program dan
kegiatan yang diselenggarakan di desa
beserta besaran dana yang dialokasikan untuk
masing-masing kegiatan. Plank proyek dan
papan informasi tersebut harus ditempatkan
di tempat-tempat yang mudah terlihat oleh
masyarakat desa, misalnya di kantor kepala
desa.

4) Pertanggungjawaban Kegiatan ADD

Setiap pengeluaran belanja atas beban
APBDes harus didukung dengan bukti yang
lengkap dan sah. Di Kecamatn Munte, setiap
bendahara desa harus mengumpulkan
kuitansi/bon faktur belanja yang asli dari
rekanan. Kuitansi/bon faktur inilah yang
nantinya digunakan sebagai  dokumen
pelengkap SPJ. Selain dalam bentuk
kuitansi/bon faktur asli, dokumen pelengkap
SPJ lainnya adalah dokumentasi (foto)
pelaksanaan  kegiatan. Untuk kegiatan
pembangunan  fisik, dokumentasi yang
diambil meliputi foto sebelum, sedang dan
sesudah bangunan fisik selesai dikerjakan.
Pertanggungjawaban kegiatan ADD, BHP
dan DD di Kecamatan Munte telah
dikerjakan, meskipun masih ada
keterlambatan dalam penyelesaiannya.
5) Pencapaian Pelaksanaan

Kebijakan

Salah satu tujuan penggunaan ADD,
BHP dan DD sebagaimana telah disebutkan
penulis pada Bab Il adalah peningkatan
pemberdayaan kemasyarakatan untuk dapat
meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan
kualitas hidup masyarakat desa serta
meningkatnya kemampuan lembaga
kemasyarakatan di desa dalam perencanaan,

Tujuan
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pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
serta mendorong peningkatan partisipasi
swadaya gotong royong masyarakat. Desa-
desa di Kecamatan Munte Kabupaten Karo
telah menggunakan sebagian dana yang
diterimanya untuk kegiatan pemberdayaan
masyarakat dan kelembagaan desa, berikut
ini disajikan alokasi penggunaan dana untuk
kegiatan tersebut.

Selanjutnya setiap desa di Kecamatan
Munte telah mengalokasikan dana yang
diterima desa untuk kegiatan pemberdayaan
masyarakat dan untuk lembaga-lembaga desa.
Walaupun  pengalokasian  dana  yang
digunakan untuk kegiatan pemberdayaan
masyarakat dan kelembagaan desa masih
lebih banyak dialokasikan dari Dana Desa
(DD) dan masih sebagian kecil desa yang ada
mengalokasikannya dari Alokasi Dana Desa
(ADD) dan dari Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah (BHP) untuk kegiatan
pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan
desa tersebut.

Hal ini dikarenakan besarnya dana BHP
yang disalurkan ke tiap-tiap desa tidak terlalu

besar sehingga kebanyakan desa di
Kecamatan Munte hanya mengalokasikan
dana BHP tersebut untuk kegiatan

operasional (30 %).
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Tabel 1
Alokasi Dana Untuk Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Kelembagaan Desa di Kecamatan Munte
TA. 2016

| | R

= T . e ada ol it

Sumber: kantor camatr munthe
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Pembahasan
a. Penyusunan Rencana Kegiatan
Sebelum menyusun Perdes APBDes,
desa harus terlebih dahulu menyusun
RPJMDes dan RKPDes. Kegiatan yang
disusun dalam Perdes APBDes harus
berdasarkan pada RPJMDes dan RKPDes.
Namun pada kenyataannya, masih banyak di
desa-desa Kecamatan Munte masih belum
mengikuti prosedur tersebut. Desa masih
lebih dulu menyusun rencana kegiatan untuk
tahun 2016 kemudian memperbaiki kembali
RPJMDes dan RKPDes. Terlebih lagi,
sebanyak 20 (dua puluh) desa di Kecamatan
Munte pada tahun 2016 dipimpin oleh
Penjabat Kepala Desa (Pj), maka Pj Kepala
Desa harus menyusun kembali RPJMDes
Transisi untuk dapat digunakan sebagai
pedoman menyusun RKPDes dan RPJMDes
selama ia menjabat sebagai Pj. Hasil
wawancara dengan CamatMunte tentang
penyusunan rencana kegiatan ADD, BHP dan
DD disimpulkan bahwa telah berjalan dengan
baik, namun masih ada kelemahan dalam
proses penyusunannya. Penyusunan Perdes
APBDes seharusnya disusun oleh sekretaris
desa, namun dalam penyusunannya Perdes
APBDes desa di Kecamatan Munte masih
dibantu oleh pihak kecamatan. Hal ini terjadi
karena perangkat desa belum memiliki
kemampuan untuk  menyusun  Perdes
APBDes dan ditambah lagi perangkat desa
tidak memiliki keahlian dalam
mengoperasikan komputer.

b. Penyelesaian kegiatan ADD, BHP dan
DD
Perangkat di Kecamatan Muthe pada
ummnya telah memberdayaan masyarakat
dalam pengerjaan proyek bangunan fisiknya

ISSN 2460-0784

yang didukung sesuai dengan pernyataan
mantan Pj. Kepala Desa Kutasuah dan
mantan Pj. Kepala Desa Tanjung Beringin.

Selain itu, kegiatan untuk
pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan
desa yang ada dilaksanakan di desa telah
melibatkan unsur masyarakat desa. Hal ini
dilakukan ~ dengan cara  memberikan
pengumuman kepada masyarakat tentang
waktu dan tempat diadakannya kegiatan
pemberdayaan sehingga semua masyarakat
bisa ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan
kegiatan dimaksud.

c. Transparansi Kegiatan ADD, BHP dan
DD

Untuk Transparansi kegiatan ADD,
BHP dan DD vyang dilaksanakan di
Kecamatan Munte sudah transparan hal ini
selaras dengan pertanyaan Pj. Kepala Desa
Sarimunte. Ini berarti masyarakat bisa
mengetahui kegiatan apa saja yang akan
dilaksanakan di desa mereka untuk Tahun
Anggaran 2016 dan sekaligus dapat
meningkatkan pengawasan dari masyarakat
agar penggunaan dana tersebut benar-benar
untuk kepentingan seluruh masyarakat dan
dapat meminimalisir penyelewengan dana
yang dilakukan oleh pemerintahan desa.

d. Pertanggungjawaban Kegiatan ADD
Dalam menyikapi permasalahan
pertanggunjawaban kegiatan ADD bahwa
dalam proses pelaksanaan kebijakan sudah
harus di mulai dari perencanaan yang sudah
dilakukan melalui musyawarah desa, adanya
keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan
kegiatan desa, adanya transparansi anggaran

sampai dengan penyelesaian
pertanggungjawabannya sehingga
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pelaksanaan kebijakan ADD, BHP dan DD di
Kecamatan Munte dapat berjalan dengan baik
dan mengacu pada Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
Desa dan Peraturan Bupati Karo Nomor 10,
Nomor 11 dan Nomor 12 Tahun 2016.
e. Pencapaian Pelaksanaan
Kebijakan

Di KecamatanMunte, hampir setiap
desa lebih banyak mengalokasikan Dana
Desa  untuk  kegiatan  Pemberdayaan
Masyarakat dan Kelembagaan Desa karena
memang itulah yang diatur dalam Peraturan
Bupati Karo Nomor 10 Tahun 2016 bahwa

Tujuan

Dana Desa diprioritaskan untuk
pembangunan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa. @ Desa  kebanyakan

mengalokasikan BHP hanya untuk kegiatan
operasional karena jumlah dana yang
tergolong sedikit yang tujuan akhirnya juga
untuk memudahkan dalam
pertanggungjawaban.  Dengan  demikian
tujuan penggunaan dana untuk peningkatan
kemampuan dan pengetahuan masyarakat
serta meningkatkan peran lembaga-lembaga
desa dalam pemerintahan telah dilaksanakan
sesuai dengan yang diamanatkan dalam
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6
tahun 2014 Tentang Desa, walaupun
dalampelaksanaannya masih belum tercapai
secara maksimal. Hal ini tampak dari masih
ada kegiatan yang telah direncanakan namun
dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut tidak
terealisasi.

Ada beberapa faktor yang
menyebabkan kegiatan tersebut tidak dapat
direalisasikan oleh pihak desa. Faktor-faktor
yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan
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ADD, BHP dan DD tersebut tidak terealisasi
adalah sebagai berikut:
1) Komunikasi.

Di  Kecamatan Munte intensitas
sosialisasi kebijakan ADD, BHP dan DD
masih  kurang karena sosialisasi hanya
dilaksanakan oleh tingkat kabupaten yang
ditujukan kepada kepada Camat, Ketua Tim
Penggerak PKK Kecamatan, Kepala Desa,
Sekretaris Desa, Bendahara Desa, BPD, dan
Ketua Tim Penggerak PKK Desa, sedangkan
sosialisasi dari Kepala Desa kepada
perangkat desa dan warga masyarakat lainnya
tidak ada. Hal ini mengakibatkan pemahaman
masyarakat mengenai ADD, BHP dan DD
menjadi kurang yang akan berakibat pada
sulitnya mengajak partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan ADD, BHP dan DD

maupun dalam pengawasan  kegiatan.
Masyarakat desa hanya ikut dalam
Musrenbang desa untuk  menentukan

penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan
prioritasnya.

Adapun kejelasan informasi, hasil
penelitian terungkap bahwa ketentuan dalam
petunjuk teknis ADD, BHP dan DD telah
jelas diterima oleh para pelaksana. Hal ini
tampak dari telah dikeluarkannya Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
dan Peraturan Bupati Karo Nomor 10Tahun
2016, Nomor 11 Tahun 2016dan Nomor 12
Tahun  2016yang  mengatur  tentang
pelaksanaan ADD, BHP dan DD. Demikian
juga terdapat konsistensi pesan, artinya tidak
ada pesan kebijakan yang saling bertentangan
antara satu perintah kebijakan dengan
perintah yang lain.

2) Sumber Daya

Hasil penelitian terhadap sumber daya

manusia  terungkap bahwa  tingkat
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kemampuan pelaksana kebijakan tidak
merata, artinya secara pendidikan mereka
rendah sehingga mempengaruhi kemampuan
mereka  untuk  mengidentifikasi  dan
menyelesaikan masalah dengan cepat. Selain
itu mereka juga tidak memiliki keahlian
dalam menghitung Rencana Anggaran Biaya
(RAB) untuk Kkegiatan pembagunan fisik
sehingga perangkat desa harus menggunakan
tenaga ahli untuk membantu menghitung
kebutuhan bahan dan besaran dana yang
dibutuhkan untuk pembangunan suatu proyek
fisik. Namun masyarakat desa masih bisa ikut
berpartisipasi dalam pelaksanaan
pembangunan dengan menjadi tenaga kerja.
Masih rendahnya kemampuan Sumber
Daya Manusia (SDM) baik perangkat desa
dan lembaga kemasyarakatan desa ini jugalah
yang mengakibatkan ada kegiatan yang telah
direncanakan dalam RAB tidak terealisasi
dan harus menjadi silpa tahun 2016. Seperti
untuk kegiatan pembentukan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) tidak terealisasi
karena perangkat desa masih belum mengerti
bagaimana cara membentuk BUMDes itu
sendiri.
3) Struktur Organisasi (Birokrasi)
Pengertian birokrasi menunjuk pada
suatu organisasi yang dimaksudkan untuk
mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus
menerus, untuk mencapai suatu tujuan
tertentu. Dengan kata lain, Faktor pendorong
hubungan  struktur  organisasi  dengan
pelaksanaan Kebijakan ADD, BHP dan DD
adalah sudah terbentuknya struktur organisasi
berupa Tim Pelaksana ADD, BHP dan DD
disemua desa di Kecamatan Munte, yaitu
Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan desa, Sekretaris Desa
selaku  Pelaksana  Teknis  Pengelolaan
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Keuangan Desa (PTPKD), Kepala Urusan
(Kaur) selaku pelaksana kegiatan sesuai
bidangnya dan staf urusan keuangan selaku
Bendahara  Desa.  Sedangkan  faktor
penghambat dalam struktur organisasi ini
adalah belum adanya pembagian tugas
diantara tim pelaksana kegiatan dan
kurangnya koordinasi diantara sesama tim
dan hampir semua pelaksanaan kegiatan
masih dipegang oleh kepala desa.
4) Faktor Internal

Dari hasil penelitian dalam hubungan
lingkungan dengan pelaksanaan ADD, BHP
dan DD terdapat beberapa faktor pendorong
dan penghambat. Faktor pendorong tersebut
adalah Adanya kapasitas BPD dan lembaga
kemasyarakatan desa dalam ikut mendukung
kebijakan ADD, BHP dan DD berupa
memberikan pendapat dalam perencanaan
pembangunan dan pengalokasian dana serta
kewenangan pengawasan atas pelaksanaan
ADD, BHP dan DD oleh BPD serta perlu
juga adanya dukungan masyarakat berupa
tenaga dalam pelaksanaan gotong royong
kebersihan lingkungan desa. Sedangkan
Faktor penghambat dalam lingkungan ini
adalah masih minimnya peran serta Lembaga
Kemasyarakatan Desa dalam ikut membantu
pelaksanaan kegiatan ADD, BHP dan DD.

Simpulan
Simpulan
Dari hasil penelitian tentang
Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa,
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan
Dana Desa di Kecamatan Munte Kabupaten
Karo maka penulis membuat kesimpulan
sebagai berikut:
a. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana
Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
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Daerah dan Dana Desa Terhadap
Pemberdayaan Masyarakat dan
Kelembagaan Desa di Kecamatan Munte
Kabupaten Karotelah berjalan dengan
baik.

b. Terdapat faktor-faktor yang mendukung
dan menghambat keberhasilan
pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana
Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah dan Dana Desa di desa se
Kecamatan Munte Kabupaten Karo, yaitu
faktor komunikasi, kemampuan sumber
daya, struktur organisasi(birokrasi), dan
lingkungan

Saran

a. Agar di tahun anggaran selanjutnya
semua kegiatan yang dialokasikan untuk
kegiatan pemberdayaan masyarakat dan
kelembagaan desa terealisasi seluruhnya.

b. Agar semua  faktor  penghambat
keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan
Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah dan Dana Desa di desa
se Kecamatan Munte Kabupaten Karo
dapat  diminimalisir ~ dan  diatasi
permasalahannya.
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